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PENETAPAN
Nomor 2843/Pdt.G/2023/PA.Mr

o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sumber
Lancar Cemerlang Bagian Gudang Shelte, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Rumah Mertua yang bernama Bapak
SULIGI yang beralamat di Kabupaten Mojokerto Sekarang
tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kabupaten
Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H.,,
Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW
OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002
Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 November 2023
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1398/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 08 November 2023,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Pedagang Sayur Keliling (Mlijo), tempat tinggal di
Rumah Bapak SULIGI yang beralamat di Kabupaten Mojoker,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti-buktinya

dipersidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2023
yang diajukan melalui kuasanya secara elektronik (ecourt) telah mengajukan
gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto
dengan register perkara Nomor 2843/Pdt.G/2023/PA.Mr, tanggal 09 November
2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 04 April 2008, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 106/02/1V/2008 tertanggal 04 April 2008;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat
adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri,
dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing, perempuan,
lahir di Mojokerto, 27 Agustus 2009, usia 14 tahun dan Perempuan, lahir
di Mojokerto, 14 Agustus 2017, usia 6 tahun, dimana pada saat ini kedua
ank tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
5.1. Tergugat telah melakukan nikah syirih dengan seorang
Wanita yang alamat rumahnya berada di Canggu sebelah
Koramil. Bahwa dari hasil perkawinan syirih tersebut, telah lahir
seorang anak laki-laki;
5.2. Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk
melakukan poligami, namun Penggugat menolaknya;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat tersebut pada puncaknya pada bulan Februari tahun 2023,

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2023/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa pada saat ini Tergugat
bertempat tinggal di Rumah orangtuanya yang bernama Bapak
SULIGI yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Penggugat
bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamt di Kabupaten

Mojokerto. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

ranjang dan juga tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri

kurang lebih selama 10 bulan;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk

dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak

berhasil;

8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat
kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan
sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H., pekerjaan
Advokat yang berdomisili di Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum
AFA LAW OFFICE vyang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002
Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko KabupatenMojokerto berdasarkan
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Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor
1398/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 08 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
Muh. Nur S.H. tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 13 Maret 2013,
telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Wedi Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 April 2008, telah
dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,
bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Dusun Dengkeng Tengah Desa
Dengkeng Kecamatan Wedi Klaten Jawa Tengah, bawah sumpahnya
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan

dengan Penggugat sebagai Ayah Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai
pasangan suami istri, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat dan dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi mulai tidak rukun
lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah
masalah Tergugat telah menikah sirih dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan sampai dengan sekarang dan tidak
pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama
adalah Penggugat:
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berpisah tempat tinggal,
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berpisah tempat tinggal
masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali
membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi
dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat
keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan teman kerja
Penggugat, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 004 Dusun Lebani Waras Desa
Lebani Waras Kecamatan Wringin Anom Kabupaten Gresik, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sudah lama menikah, setelah akad nikah keduanya tinggal
bersama di di rumah orangtua Tergugat dan dan dikaruniai dua orang
anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 10 bulan
mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi  penyebab
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami, namun
Penggugat menolak hal tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang dan
tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama keduanya berpisah tempat
tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing
tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga
dengan baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi
dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat
keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan

melampirkan permohonan pencabutan tertanggal 04 Januari 2024;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto
dengan Nomor 1398/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 08 November 2023,
ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara
aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan
cerai a quo dengan prosedur e court, prosedur mana telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan
Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara a quo telah
memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, nhamun
tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal
130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan melampirkan permohonan pencabutan
tertanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
2843/Pdt.G/2023/PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
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Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis
Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil
Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang
terdiri dari, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag.
dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik dan

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ARIF HIDAYAT, S.Ag. ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.
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Rincian Biaya Perkara

1. PNBP
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Panggilan Pertama Rp 10.000,00
Penggugat
3. Panggilan Pertama Rp 10.000,00
Tergugat
4, Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 175.000,00
4. Biaya sumpah Rp 100.000,00
5. Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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